SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANATAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Menimbang

Mengingat

Jdih.pontianakkota.go.id

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

a. bahwa dalam rangka  meningkatkan  kinerja dan
melaksanakan tugas dan fungsi Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pontianak berdasarkan usulan Ketua
Komisi I dan Ketua Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pontianak sebagaimana termuat dalam telaahan
Nomor 100/811/XI/DPRD/2019 perlu meningkatkan/
menambah Besaran Tunjangan Transportasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
dan Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Pontianak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2756);

3. Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 3851);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
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Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah  diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah
Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Daerah Kota
Pontianak Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah
Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 49) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pontianak
(Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 49 TAHUN 2017 TENTANG HAK
KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK.

Pasal l

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2017 Nomor 49)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 2 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor
2)diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Tunjangan Transportasi yang di bayarkan harus sesuai dengan standar
harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan
bagi pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan dan
biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
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(2)

(3)

(4)

Besaran Tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran Tunjangan

Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.

Standar biaya Tunjangan Transportasi pimpinan dan Anggota DPRD terdiri
dari:

a. Ketua DPRD standar 2.500 CC;

b. Wakil Ketua DPRD standar 2.200 CC; dan

c. Anggota DPRD standar 2.000 CC.

Besaran uang tunjangan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
huruf ¢ untuk Anggota DPRD sebesar Rp. 10.200.000,- (sepuluh juta dua
ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 17

(1) Belanja rumah tangga disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan
fungsi,tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.

(2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD.

(4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan
perlengkapannya tidak diberikan belanja rumah tangga.

(5) Belanja Rumah Tangga pimpinan DPRD terdiri dari:

a. belanja makan minum harian; dan
b. belanja makan minum tamu pada saat hari Raya Keagamaan.

(6) Besaran belanja rumah tangga pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) huruf a adalah Rp. 95.000,00 perorang perhari.

(7) besaran belanja rumah tangga pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat

(5) huruf b adalah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) 1 (satu) kali per
tahun.
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Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 19 November 2019

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

EDI RUSDI KAMTONO

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,
ttd

MULYADI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAK TAHUN 2019 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

o RIS oy

———— e
ZETMAWATI, SH, MH.
Pembina Tingkat I (IVb)
NIP.19620811 198607 2 002
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